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dan profesi mamng- |
dihaturkan kepada 1
sahabatnya, dan masye
syafa’at, teladan
pengajaran dan pendidikar
universal. '

dengan status hukum
Indonesia, di mana wakaf
Islam yang sudah mentradisi
sejak dahulu dimulai pada

perbuatan wakaf sudah ade

Indonesia. Demikian pula h
dijalankan dalam kehidupa
Kotamadya Palembang dan

di Provinsi Sumatera Selatan, Indo

Meskipun telah hukum
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2. Pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan R

Kemanfaatan Benda WakaF iiiniiitmmmnsransgl IS

D. Persoalan Perwakafan Di Imlonesia., Jf e | ‘
1. Status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status '.'_

Hukumnya ... f.mm-if-u Lo
2. Cara Penyelesaian’l’f‘ e
Hukum Islam ...ﬂ..j..'._'.&'p_ri.__i‘;_ :

BAB I1I LOKASI PENELITIAN: TEM
WAKAF DI SUMATERA SELATAN..
A. Provinsi Sumatera Selatam
1. Kotamadya Palembang.. -
a). Kecamatan Kertapati.
b). Kecamatan Bukit Kecil..
2. Kabupaten Banyuasin......... viss

a). Kecamatan Banyuasin 1..............

| T ;

BAB IV PEMBAHASAN: ANALISIS
STATUS HARTA BENDA WAKAF

PERUNTUKANNYA BAGI MASYA

SELA.TAN ---------------------------------- wessssssssnansnnnny
A. Pelaksanaan Perwakafan Di K

Palembal'lg cewsseasessensensdaireiRiian
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Bt

a). Kelurahan/DesaZZIlig -
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b). Kantor Urusan Agama Kelurah, riana,_
¢). Kelurahan Manana Illr.........,_,,,,w'_- 12
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BAB 1
PENDAHULUAN

'l.

A.LATAR BELAKANG MASALAH "

Wakaf terkait erat dengan kehidupan seorang muslim.
Seseorang tidak akan sampai pada derajat keimanan apabila
belum dapat memberikan sesuatu yang paling baharga.l
Perbuatan ini disebut wakaf. Wakaf sebagm perbﬁam m
sudah lama melembaga dan dipraktikkan n di I
Islam masuk ke Nusantara.2 |

Pada tataran kajian filosofis berw:
unggul dari aspek ketahanan bendanya
zakat, infaq, shadaqah dan hibah. Wakaf
asetnya, dengn demikian manfaatnyap
karena itu, aset harta wakaf tidak se
tidak memberikan hasil bermanfaat. Di
wakaf menumbuhkan dampak kesejahter
berhak menerimanya tanpa mengenal

Diriwayatkan dalam hadist,
kepada Rasulullah tentang |
menyedekahkan sebidang tanah di Khaik
untuk kepentingan umat. Rasulullah m
ialah untuk menahan pokoknya dan me

e

'Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Peny
Al-Qur’an, Intermasa, Jakarta, 1993. Al-Quran, s
berfirman: Kamu tidak akan memperoleh kel
sebagian harta yang kamu senangi), lihat al-Hagj
agar manusia suka berbuat kebaikan agar mer
(Allah Swt memerintahkan belanjakanlah
baik-baik), al-Maidah ayat 2 i(}m&
menoling dalam mengeljakan
dalam hal mengerjakan ke

? Aneka Masalah H 1
Kencana, Jakarta, 2012, H

? Prospek Wakan
Wakaf dan Ekonomi Islam, \
Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2
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mengandung 1 '
tetap ada, dan y
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3. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai
dengan fungsinya.?

4. Fungsi harta benda wakaf bagi masyarakat, bahwa wakaf
berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk s
memajukan kesejahteraan umum.? 4

5. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf aebﬂ@

berikut; wakif, Nazhir, harta benda wakaf, lh'a?r A

peruntukan harta benda wakaf dan j af 334

dikuasai oleh Wakif secara sah.® Ber
dalam pasal tersebut dapat dimakna
wakaf harus berdasarkan kepemilika
tidak maka harta tersebut tidak dapat
yang sering ditemukan disejumlah li
dan habasa dalam bentuk kata

bergerak.* Perbedaan lembaga tempat pe
tanah dan wakaf uang. Berdasarkan pada.

hukum yang formalistik dan bersifat

9 Ibid., Pasal 4
' 1bid.,Pasal 5
' Ibid., Pasal 6
2 Ibid., Pasal 15
1> Hukum Perwakafan dH 1d

2005, Hal. 6
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Wakaf bersifat formal dan obyektif. Wakaf sebagai tradisi dalam
Masyarakat Islam berjalan sesuai dengan aturan agama yang
tidak formal dalam tataran kenegaraan. Sekarang masyarakat
diformat dan diarahkan dalam tatanan mekanistik, serba tertib
dan teratur dengan menonjolkan asas kepastian hukum.
Beberapa indikator yang terdapat dalam undang-undang
wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang wakaf produktif,
penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penaﬂm
administrasi marm]emen wakaf. dan p@e hukun

pengadilan. 2
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terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke
tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. " 3
Harta benda wakaf seharusnya dijaga, karena bila tidak
akan merusak nilai-nilai dasar dari ajaran berwakaf yang
semestinva harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan
bagian dari ibadah kepada Allah Swt.» Salah satu upaya efm 3
agar status harta benda wakaf ]elaa dlhm hukumnya,
adalah perlu dicari pemecahan permasalahan
cara mencari akar masalah dalam kelu&
terkait dengan efektifitas hukum yang a
Menurut Soerjono Soekanto (2
adalah sebagai kaidah, sebagai sikap
teratur, dan membimbing perilaku ma
tidak hanya sebatas pada timbulnya ket
pada hukum tapi mencakup efek total
sikap tindak atau perilaku yang bersifat
Dalam upaya penemuan hukum (z
masalah yang akan diteliti terkait de: '
(rechtstoepassing), yaitu menerapkan °
abstrak sifatnya pada peristiwanya.
kongkrit harus dijadikan peristiwa hul
peraturan hukumnya dapat diterapi
hukum oleh peneliti hukum bersifat
penemuan hukumnya bukan meru
hanya sebagai sumber hukum (doktr
Berdasarkan latar belakang
penelitian yang berkaitan dengan st

x
o,

-
.‘ L‘.

- Problcmatlka Dm'
Al-Ahkam, Jurnal Pemikir:
April 2015, Hal. 34
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Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai
sumbangsih pemikiran hukum Islam di bidang hﬂkwmm
terutama bagi pengembangan ilmu hukum wakaf itu sendiri.
2. Tataran praktis, penelitian status hukum harta mm
di Kotamadya Palembang dan Kabupat'en Bmym ki
dapat memberikan kontribusi re
berkompeten di bidang kajian pery
praktisi di lembaga perwakafar
instransi pemerintahan maupun
Penelitian ini dapat dijadikan
pengajaran, pendidikan, penyult
bagi penelitian-penelitian serup
kepastian hukum bagi status harta
di Kotamadya Palembang dm _
Sumatera Selatan. W

E. KERANGKA TEORI £
Teori yang digunakan adalah 1
ini digunakan sebagai landasan dala
penelitian yang akan dilakukan
wakaf yang ada di masyarakat di K
Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan |
untuk mewujudkan kebaikan bagi
bersifat dharury (primer), hajiy (
sebagai berikut. .
1. Dharury. Ketentuan

kepentlngam
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berwakaf harta bendanya.

3. Tahsiny, Berbagai ketentuan yang

menjalankan ketentuan d

perundang-undange
menggunakan pr
bagi peraturan
menjadi dasar
kehidupan masyar
memelihara ken

dengan cara m
benda wakaf s
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kemaslahatan ~masyarakat secara berkelanjutan, gar
sendirinya terwujud tujuan dari pada hukum Islam, ya‘;ltu
kemaslahatan peruntukan benda wakaf itu sendiri.

Kerangka - konsep penelitian sebagai berikut.
1. Status Hukum

Hukum sebagai alat bukan tujuan, y
tyjuan adalah manusia. Hukum wakaf s
mengatur harta benda wakaf dapat terjaga a
peruntukannya. Status dari harta benda wa
aspek kepastian hukumnya. Manusia
masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, 1
perlu mengetahui tata cara administrasi :
sesuai dengan peraturan perundang-undan
agar status harta benda wakaf jelas.

Kedudukan hukum wakaf dalam m:
melayani tujuan negara dengan menyelen '
dan ketertiban (kepastian hukum) hukum
status harta benda wakaf. Subekti berpen
mengabdi pada tujuan negara yang de
mendatangkan  kemakmuran dan
rakyatnya.> Hukum tidak dapat dipisa
masyarakat, hukum ada karena adanya
masyarakat membutuhkan hukum untuk m
mengatur kehidupan masyarakat menuju ke a

Pengertian status secara bahasa adal
kedudukan (orang, badan, dan se
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dengan masyarakat disekelilingﬂ}’-?-.”. o
menurut bahasa mengandung makna ._
a. peraturan atau adat yang secara T _.
yang dikukuhkan oleh penguasa atgf..l_ p
b. undang-undang, peraturan dan sebagaln
pergaulan hidup masyarakat; L
c. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai
tertentu; Jvebel
d. keputusan (pertin
(dalam penge
Dapat
peraturan, yaitu
hukum asalnya, y

2. Harta Benda W
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waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari‘ah.?
Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf dilegalisasi oleh negara, bahwa tradisi berwakaf
dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk harta benda tidak
bergerak,* yaitu berupa tanah, bangunan (rumah, masjid dan
madrasah/sekolah Islam), tanaman dan lain-lain. Pasca
legalisasi Undang-Undang Wakaf (2004), masyarakat dapat
berwakaf dengan harta benda bergerak berupa u
serta wakaf uang tidak berupa uang tunai.»

% * Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wak
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang \
1:Benda Tidak Bergerak, yaitu: Benda tidak bergerak seba;
Pasal 15 huruf a meliputi: ahak atas tanah sesuai dengan k
Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belt T

c.tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. h
rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-un
tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip sy
Perundang-undangan "

*! Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang W' af |

asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalammp
mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a.hadir di Lemba

b.menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang

c.menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS—P
pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
menunjuk wakil atau kuasanya. (5) Wakif dapat men

menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. _
*? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang W
Benda Bergerak Selain Uang, yaitu: (1) Benda digolo
karena sifatnya yang dapat berpindah atau
undang-undang. (2) Benda bergerak terbngi

yang dapat d‘.lhablskan kniteni At
tidak dapat dihabiskan karena

ketentuan prinsip sym‘ah.
diwakafkan meliputi :
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benda yang dapat
bergerak.
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kebaikan, manfaat, kepentingan.3 |
Maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaika
(keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan
adalah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.” Pengertian
masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luas .
dan terikat oleh suatu kebudayaan yar
Makna masyarakarat dan umat de
disertasi ini sama. Umat adalah
pengikut) suatu agama; pengan
Penganut ajaran Nabi Muhammad ¢
Islam khususnya dan makhluk 1
Masyarakat yang dimaksudkan ad
yang terikat oleh kebudayaan yang
Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, berbe
satu. Umat memiliki pengertian sam

umumnya sebagai masyarakat. T
i

6. Palembang i
Kebanyakan masyarakat menghubu
dari kata limbang yang mendapat imb

pencaharian penduduk di Palembang zamai
melimbang emas di Sungai Tatan:g;-z:,yj? i

&3
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kebaikan, manfaat, kepentingan.*
Maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan
(keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan
adalah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan. Pengertian
masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya
dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.*
Makna masyarakarat dan umat dalam pengertian penulisan
disertasi ini sama. Umat adalah para penganut (pemeluk,
pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia.¥
Penganut ajaran Nabi Muhammad Saw, yaitu pengikut agama
Islam khususnya dan makhluk manusia pada umumnya..-
Masyarakat yang dimaksudkan adala.h g
yang terikat oleh kebudayaan yang sama
Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, herbaﬂ
satu. Umat memiliki pengertian sama de
umumnya sebagai masyarakat.

6. Palembang
Kebanyakan masyarakat menghubt
dari kata limbang yang mendapat imbu
menurut Kamus Bahasa Indonesia !
mencuci (emas, intan, beras, dsb) d'
nyiru# Imbuhan pe- menyatakan
pencaharian penduduk di Palembang,_
melimbang emas di Sungai Tatang.

% Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.ke
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 634

"7 Ibid., hal. 720

*¥ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Op

* Ibid., Hal. 1242

* Kamus Besar Bahasa Indo
Pembinaan dan Pengembang Bah

*! Indonesia: Welcome
Pariwisata Palembang, 2(
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Palembang dahulu disebut Pelimbang, kemudian namjy
Pelimbang berubah menjadi Palembang setelah wilayah inj
dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 18212 Dalam sejarah Cina
(1225), pertama kali yang digunakan dengan nama Po-Lm-Bmg |
100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi Ky-
Kang (Klu-Klang) 4

Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari %
lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah e 2
rendah. Bila dikaitkan dengan bahasa melay’l-l P bang, kata
Lembang berarti air y ng »mbesan, dan imbuhan
Pa-menunjukkan tem? |
kata tersebut mer oo
yang tanahnya berair.#

Kota Palembang 2

km?2.

7. Banyuasin 'pe
Banyuasin adalah s

Musi Banyuasin ber '
2002. Luasnya 12.143 -
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bahasa Jawa, banyu artinta air dan asin, merujuk pada tempat
kabupaten ini yang terletak di wilayah pantai.® f_
F. TINJAUAN PUSTAKA &
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh ]okb Tﬂ , !
Haryanto dengan judul “Pelayanan KUA Terhadap Persoalan ‘
Keagamaan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur”, pad& g
tahun 2011. Hasil penelitian adalah membahas persoala
keagamaan umat Islam secara umum berkaltan

Belu adalah melakukan pelayanan p‘
haji, juga menyelesaikan persoalan ke
dan eksternal.

Persoalan yang masuk dalam
adalah permasalah perwakafan,
perselisihan batas tanah wakaf antara
sekitar; ketidakjelasan status waki
kurang amanah, dan pengurusan w.
Sedangkan persoalan perwakafan, Ki
sertifikasi wakaf. Namun terhadap
KUA bersama dengan Peny‘elenggaf '
menag Belu berupaya melakukan
pihak yang terlibat.s

Perbedaan dengan peneliﬁm.
penulis adalah fokus pada aspek stal
berada di Palembang dan Banyuasin,
penelitian terdahulu membahas ke!

e P

# Sejarah Basemah, Kabupaten Banyu
15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB
% Pelayanan KUA terha
Haryanto, Jurnal Annhaa, V
‘" Ibid., Hal. 266 L
* Ibid., Hﬂ.m
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laporan, buku harian dan seterusnya.® Bahan pustaka
tersebut berkaitan dengan pengertian dan pendapat pakar
hukum (fugaha) tentang definisi harta benda, wakaf, harta
benda wakaf, kondisi sosial, geografis, ekonomi, dan
keagamaan di Palembang dan Banyuasin, benda atau aset
wakaf di Palembang dan Banyuasin, dan status harta benda
di Palembang dan Banyuasin secara hukum.

b. Yuridis sosiologis, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan
dengan cara mendapatkan bahan hukum langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitian lapangans' Jenis bahan hukum berasal dari
keterangan yang didapat dari wawancara p
tokoh agama dan tokoh adat terkait d
hukum yang diteliti. P

Sifat penelitian adalah PAR (Pﬂ?‘ﬁ
sebagai berikut.

a. Deskriptif, adalah suatu penelitian ya
melukiskan atau menggambarkan |
mengenai suatu individu, keadaan,
tertentu.®2 Digunakan untuk mend
perwakafan di Palembang dan
perspektif hukum wakaf, yaitu huk
hukum wakaf Indonesia. '

b. Eksploratoris, adalah penelitian
memperoleh keterangan, penjelasar
berkaitan dengan permasalahan
Dengan kata lain dilakukan ap
gejala yang diteliti masih sangat

% Ibid., hal. 13 B

! Ibid e

““Masalah Perencanaan Pen ly (
Metode-Metode Penelitian )
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Sekali® Bahan hukum tentang status harta benda wakaf di
Palembang dan Banyuasin sampai dengan sekarang magip,
belum diketahui, bahkan sangat minim atau langka. Baha,
hukum  dari tipe cksploratoris sedikit, namun diperlukay
untuk dapat menjelaskan permasalahan secara empiris, |
Dalam melengkapi bahan hukum, diperlukan beberapa

pendekatan disiplin ilmu  lain  (pendekatan inferdisipliner)
sebagai berikut, NG
a. Pendekatan historis (historical approach),* digunakan dalan

A ‘:l
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status hukum dari pada harta benda wakaf tersebut untuk

kepastian hukumnya sehingga tidak menimbulkan sengketa
dikemudian hari.

2. Sumber Data
Sumber data/bahan penelitian yang dipergunakan dari
bahan-bahan hukum sebagai berikut.

a. Data/bahan hukum primer meliputi nash (al-Qur’ aﬂ-ﬂl
Hadits), Undang-Undang Nomor 41 Tahun ‘entang
Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor
Wakaf Uang, Fatwa Majelis Ulama -
Tentang Wakaf Uang, dan per:
berhubungan dengan penelitian. RN

b. Data/bahan hukum sekunder melipt
penelitian, tulisan-tulisan karya ilmial
dan majalah yang berkaitan dengan pen

c. Data/bahan hukum tersier adalah
mendukung kedua bahan hukum s
Indonesia, dan Kamus Bahasa Arab.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Ar
Teknik pengumpulan data ada
data/bahan hukum primer di lapangan
langsung terjun ke masyarakat dengan_
pengamatan (observasi).%
a. Wawancara (percakapan dengan ma
bentuk wawancara bebas terpimpin (c
wawancara terarah. Daftar pertanyaan s
pengontrol, pertanyaan tergantung d
dilakukan terhadap perangm
dan Kelurahan, Kantor Uru

* Penelitian Hukum d
Alumni, Bmdung,l@% "q
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tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.
b. Pengamatan (observasi) secara tidak langsung terhad:
harta benda dan status harta benda wakaf yang b
Palembang dan Banyuasin. |
Analisis data (bahan hukum) untuk penyederhz
ke dalam bentuk yang lebih mu ah
diinterpretasikan. Analisis data yang dik
penelitian hukum ini dilakukan dengan
kualztatzf Data/baha T——
kemudian diz

benda wakaf,
tegas dan jelas.

benda wakaf di
tentang pemik
dalam Hukun
Indonesia),
menurut huku
Lembaga W‘
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Kemanfaatan Benda Wakaf), dan persoalan perwakafan di
Indonesia (status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status
Hukumnya; dan cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut
Hukum Islam).

BAB III : Lokasi Penelitian tentang tempat harta benda
wakaf di Sumatera Selatan, membahas tentang Provinsi
Sumatera Selatan, yaitu Kotamadya Palembang (Kecamatan
Kertapati, dan Kecamatan Bukit Kecil); serta Kabupaten
Banyuasin (Kecamatan Banyuasin 1). , ‘

BAB IV : Pembahasan berisi tentang anal
terhadap status harta benda wakaf dan
peruntukannya bagi masyarakat di Sumatera
pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Pale
wakaf di kecamatan Bukit Kecil, yaitu kelurak
dan kelurahan 24 Ilir; praktik wakaf di kecamatan
kelurahan/desa Kemang Agung, kelurahan/desa
dan kelurahan/desa Kertapati), pelaksanaan E
kabupaten Banyuasin (praktik wakaf di kecamate
di kelurahan Mariana, Kantor Urusan Ag
Mariana, Kelurahan Mariana Ilir di Kantor
Kelurahan Mariana Ilir, Desa Sungai Gerong, d
status harta benda wakaf di kotamadya
kabupaten Banyuasin yanb berkemaslahatan masyarak

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan sar

DAFTAR PUSTAKA

Scanned by CamScanner



BAB V
PENUTUP

= I i

A. Kesimpulan
Hasil penelitian yang berkaitan dengan “Status Harta

Benda Wakaf bagi Kemaslahatan Masyarakat dalam Perspektif

Hukum (Studi Kasus di Kotamadya Palembang dan Kabupaten

Banyuasin, Sumatera Selatan” disimpulkan sebagai berikut.

6. Pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan
Kabupaten Banyuasin dalam perspektif hukum belum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan wakaf, yaitu
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 5
karena masih banyak dilakukan secara lisan. Jenis wakaf 4
yang paling banyak adalah wakaf tanah 3
untuk kepentingan peribadatan (Kotamadya F
Ada juga untuk pendidikan kol
(puskesmas), pekuburan umum,
pekantoran (Kabupaten Banyuasin).

7. Status harta benda wakaf yang berada di
Palembang dan Kabupaten Banyuasin bagi ber
masyarakat belum teradministrasi dengan b 3
sebagian sudah tercatat sebagai harta benda
tanah untuk peribadatan). Namun sebag
diadministrasikan sesuai aturan hukum

karena dilakukan secara lisan. Walaupun der

benda wakaf telah memberikan k

masyarakat di wilayahnya masing-masin , ka

melakukan tugasnya dengan baik. 1

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang
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di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo dan Kertapaﬁ; di
Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir; sery di
Kabupaten Banyuasin di Kelurahan Mariana dan Kelurahap,
Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Sungai Rep,
disarankan sebagai berikut.

1. Agar pelaksanaan perwakafan di wilayah Palembang dan
Banyuasin dalam perspektif hukum disesuaikan dengan
peraturan  perundang-undangan wakaf, dan harys
diadministrasikan agar tertata rapi dan untuk menghindari

menjaga kemaslahatan perun
masyarakat setempat agg! t
dengan peruntukan hart
2. Status harta benda W
Palembang dan Kabupa
masyarakat belum te
dilakukan secara lisan.
memiliki status yang jel
tanah yang peruntuxa
setempat. Namun
peruntukkannya untuk
fasilitas kesehatan ber
jalanan  umum
didaftarkan/diadmini
pemerintahan setemr
secara lisan ke mas
wakaf di lokasi penelitiar
bagi masyarakat di ' |

. i S
-
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